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GUBERNUR SULAWESI TENGAH 

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH  

NOMOR   24   TAHUN 2019 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2019  

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SULAWESI TENGAH, 

 

Menimbang :    a.   bahwa untuk memberikan rasa keadilan pemberian besaran 
jam pelajaran wajib mengajar bagi widyaiswara Pemerintah 

Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai dasar pembayaran 

honorarium yang diberikan atas kelebihan jumlah minimal 
jam  tatap muka perlu dilakukan penyesuaian;  

 

b. Bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (2) huruf b dalam Peraturan 

Gubernur Sulawesi Tengah  Nomor 3 Tahun 2019 tentang 

Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil tidak sesuai 
dengan kondisi saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah sehingga 

perlu diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan  Peraturan 

Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur 

Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Bagi 
Pegawai Negeri Sipil; 

 

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi 

Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi  Tenggara   dengan   

mengubah  Undang – Undang  Nomor  47 Prp.  Tahun  1960  
tentang  Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-

Tengah dan Daerah Tingkat  I  Sulawesi  Selatan – Tenggara 

(Lembaran  Negara   Republik Indonesia Tahun  1964  Nomor 
07) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan  Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 

 

 

2. Undang-Undang . . . 

   SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 
 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

 
 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.  

 

 
                                          Pasal I 

Ketentuan huruf b ayat (2) Pasal 54 Peraturan Gubernur Sulawesi 

Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan 
Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 

Tahun 2019 Nomor 670) diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
  

Pasal 54 

(1) PNS   yang   telah   memperoleh   TPP   dapat   diberikan 
honorarium pada kegiatan di luar tugas dan fungsi dari PNS 

yang bersangkutan dalam volume terbatas sesuai 

kemampuan keuangan daerah. 

(2) Widyaiswara yang telah memperoleh TPP dapat diberikan 
honorarium mengajar dalam hal: 

a. pembebanan anggaran selain Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Provinsi; atau 
b. telah  kelebihan jam mengajar di atas 21 (dua puluh satu) 

jam pelajaran setiap bulan pada pendidikan dan pelatihan 

yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi. 

 

 
 

 

Pasal II . . . 




